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Each country can use a tax collection system that varies between countries. 
Basically, each country can choose one of the tax collection systems, namely 
between the official assessment system or the self assessment system. On the 
official assessment system the amount of tax payable and must be paid by the 
taxpayer is determined by the tax authority. Whereas in the self assessment system 
the amount of tax payable and must be paid will be calculated, deposited and 
reported by the taxpayer himself. Most countries in the world use the self 
assessment system. A country that applies the self assessment system will usually 
experience problems related to the low level of tax compliance. To increase the 
level of taxpayer compliance, countries that implement the self assessment system 
must routinely carry out tax audit actions to test the compliance of taxpayers. In 
order for the purpose of the tax audit to be achieved, the tax audit must be carried 
out effectively. Indicators that are usually used to assess the effectiveness of tax 
audits are compliance from taxpayers. The effectiveness of tax audits is also 
influenced by several factors that can generally be summarized into 7, namely: 
organization, organizational independence, taxpayer, tax audit quality, tax 
auditor, regulation, and management support. This research is intended to see 
whether the tax audit in Indonesia has been running effectively. The effectiveness 
of tax audits is evaluated by looking at whether the factors that influence the 
effectiveness of the tax audit have been included in the tax audit in Indonesia. This 
research is a library research with a statute approach, conceptual approach, and 
comparative approach. The results of the study show that from the evaluation of 
all factors that might influence the effectiveness of tax audits, organizational 
factors, tax auditors, regulations, and management support from the Directorate 
General of Taxation have met the criteria for the realization of effective tax audits 
in Indonesia. But the taxpayer factor, the independence of the organization and 
the tax audit quality have not supported the realization of an effective tax audit. 
Then when viewed from the level of taxpayer compliance as an indicator that 
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shows that tax audits have been carried out effectively, tax audits in Indonesia 
have not been effective, because the level of compliance from taxpayers is only at 
62.96% for corporate taxpayers and non-individual taxpayers employees and 









Setiap negara dapat menggunakan sistem pemungutan pajak yang berbeda-beda 
antar satu negara dengan negara lainnya. Pada dasarnya setiap negara dapat 
memilih salah satu dari sistem pemungutan pajak, yaitu antara official assessment 
system atau self assessment system. Pada official assessment system besarnya 
pajak yang terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh otoritas 
pajak. Sedangkan pada self assessment system besarnya jumlah pajak yang 
terutang dan harus dibayar akan dihitung, disetorkan dan dilaporkan oleh wajib 
pajak sendiri. Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan self 
assessment system. Suatu negara yang menerapkan self assessment system 
biasanya akan mengalami masalah terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, negara yang 
menerapkan self assessment system harus secara rutin melakukan tindakan 
pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan dari wajib pajak. Agar tujuan dari 
pemeriksaan pajak dapat tercapai, maka pemeriksaan pajak harus dapat dilakukan 
secara efektif. Indikator yang biasanya dipakai untuk menilai efektivitas 
pemeriksaan pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak. Efektivitas pemeriksaan 
pajak juga dipengaruhi beberapa faktor yang secara umum dapat diikhtisarkan 
menjadi 7, yaitu: organisasi, independensi organisasi, wajib pajak, kualitas 
pemeriksaan, pemeriksa pajak, peraturan, dan dukungan manajemen. Penelitian 
ini dimaksudkan untuk melihat apakah pemeriksaan pajak di Indonesia sudah 
berjalan secara efektif. Efektivitas pemeriksaan pajak dievaluasi dengan melihat 
apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak telah ada 
di dalam pemeriksaan pajak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
hasil evaluasi semua faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas pemeriksaan 
pajak, faktor organisasi, pemeriksa pajak, peraturan, dan dukungan manajemen 
dari Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi kriteria untuk terwujudnya 
pemeriksaan pajak yang efektif di Indonesia. Namun faktor wajib pajak, 
independensi organisasi dan kualitas pemeriksaan belum mendukung terwujudnya 
pemeriksaan pajak yang efektif di Indonesia. Kemudian jika dilihat dari tingkat 
kepatuhan wajib pajak sebagai indikator yang menunjukkan pemeriksaan pajak 
telah dijalankan secara efektif, pemeriksaan pajak di Indonesia belum efektif, 
karena tingkat kepatuhan dari wajib pajak hanya berada pada persentase 62,96% 
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untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan dan Rasio 
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2017 hanya mencapai 
angka 72,64%.   
 
 
Kata kunci: official assessment system, self assessment system, kepatuhan pajak, 




Pajak merupakan sumber peneri-
maan utama bagi semua negara di 
seluruh dunia. Pendapatan yang di-
peroleh dari sektor pajak digunakan 
untuk membeli input yang penting 
guna menyediakan barang dan jasa 
yang disediakan pemerintah atau untuk 
mengalokasikan kembali daya beli di 
masyarakat (Hyman, 2011). Jadi pen-
dapatan dari sektor pajak akan dipakai 
oleh pemerintah untuk menyediakan 
barang dan jasa untuk kepentingan 
masyarakat banyak atau meningkatkan 
daya beli masyarakat. Barang yang di-
sediakan oleh pemerintah dapat berupa 
peralatan pertanian dan perikanan 
yang diberikan kepada kelompok peta-
ni dan nelayan. Jasa yang disediakan 
pemerintah berupa pemberian layanan 
kesehatan dan pendidikan gratis kepa-
da kelompok masyarakat tidak mampu 
yang membutuhkan. Di samping itu 
untuk menaikkan daya beli masyarakat 
pemerintah dapat memberikan bantuan 
dana langsung tunai atau penjualan 
beras atau bahan pokok murah yang 
disubsidi. Pajak juga sering disebut 
sebagai alat untuk redistribusi atau 
pengalihan sebagian pendapatan dari 
kelompok masyarakat yang berpeng-
hasilan tinggi kepada kelompok mas-
yarakat yang berpenghasilan sangat 
rendah. 
Untuk memungut pajak dari 
masyarakat, otoritas pajak setiap nega-
ra dapat menerapkan sistem pemu-
ngutan yang berbeda-beda antar satu 
otoritas pajak dengan otoritas pajak di 
negara lainnya. Secara umum ada       
3 sistem pemungutan pajak yang dapat 
digunakan oleh otoritas pajak di setiap 
negara, yaitu official assessment sys-
tem, self assessment system, dan 
witholding system. Pada official 
assessment system besarnya pajak 
yang harus dibayar oleh wajib pajak 
akan dihitung dan ditentukan oleh 
otoritas pajak berdasarkan data yang 
diberikan oleh wajib pajak. Jadi di sini 
otoritas pajak harus proaktif di dalam 
usaha memungut pajak dari wajib 
pajak. Sedangkan self assessment sys-
tem akan memberikan kewenangan ke-
pada wajib pajak untuk menghitung, 
menyetorkan, dan melaporkan sendiri 
pajak yang menjadi kewajibannya. 
Pada sistem ini wajib pajak yang harus 
proaktif untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Untuk sistem yang 
ketiga yaitu witholding system akan 
menggunakan pihak ketiga untuk ter-
libat di dalam memungut dan memo-
tong pajak dari pihak-pihak yang me-
nerima penghasilan dari pihak ketiga 
tersebut. Otoritas pajak di setiap 
negara harus memilih salah satu sistem 
pemungutan pajak utama yang akan 
digunakan antara official assessment 
system atau self assessment system. 
Sedangkan witholding system biasanya 
hanya dipakai sebagai sistem tam-
bahan untuk melengkapi salah satu 
sistem pemungutan pajak utama yang 
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telah dipilih oleh suatu negara untuk 
diterapkan. 
Jika otoritas pajak dari suatu ne-
gara menggunakan official assessment 
system, maka berarti otoritas pajak di 
negara tersebut akan mempunyai pe-
kerjaan yang cukup banyak untuk 
menghitung satu demi satu utang pajak 
dari masing-masing wajib pajak. 
Official assessment system akan cocok 
diterapkan jika tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan wawasan dari masya-
rakatnya masih tergolong rendah serta 
jumlah penduduknya relatif tidak 
terlalu banyak. Jika tingkat pendi-
dikan, pengetahuan, dan wawasan dari 
masyarakat masih rendah, maka akan 
sulit untuk menerapkan self assess-
ment system. Sebaliknya jika tingkat 
pendidikan, pengetahuan, dan wawas-
an dari masyarakat sudah relatif tinggi 
dan jumlah penduduknya besar, maka 
penerapan self assessment system akan 
sangat membantu otoritas pajak di 
negara tersebut.       
Dari kedua sistem pemungutan 
pajak yaitu official assessment system 
atau self assessment system, otoritas 
pajak di banyak negara umumnya 
menggunakan self assessment system. 
Hal ini karena tingkat pendidikan, pe-
ngetahuan, dan wawasan masyarakat 
negara-negara di dunia sudah cukup 
maju. Di samping itu penggunaan self 
assessment system lebih mudah, prak-
tis, dan akan banyak mengurangi be-
ban pekerjaan dari otoritas pajak yang 
secara otomatis juga mengurangi 
beban biaya operasional otoritas pajak.  
Walaupun self assessment sys-
tem mempunyai banyak kelebihan di-
bandingkan dengan official assessment 
system, namun self assessment system 
juga mempunyai kelemahan terkait 
dengan tingkat kepatuhan dari wajib 
pajak. Jika wajib pajaknya secara 
umum mempunyai tingkat kepatuhan 
yang rendah untuk membayar pajak, 
maka implementasi self assessment 
system sering mengalami kegagalan 
dalam memenuhi target pendapatan 
pemasukan dari sektor pajak. Untuk 
mengurangi dampak negatif dari self 
assessment system, maka otoritas pajak 
harus secara rutin melakukan tindakan 
pemeriksaan pajak guna menguji kepa-
tuhan dari wajib pajak, khususnya 
untuk menekan praktik tax evasion dan 
tax avoidance dari wajib pajak. Ada-
nya tindakan pemeriksaan pajak yang 
dilakukan oleh otoritas pajak akan 
mempunyai efek deterent praktik tax 
evasion dan tax avoidance  dari  wajib 
pajak. 
Salah satu pilar yang penting 
dalam praktik self assessment system 
adalah tindakan pemeriksaan pajak. 
Agar tujuan dari pemeriksaan pajak 
menguji kepatuhan wajib pajak dapat 
tercapai, maka tindakan pemeriksaan 
pajak harus dapat dilaksanakan secara 
profesional dan proporsional. Pemerik-
sa pajak tidak boleh melakukan tin-
dakan yang terlalu berlebihan, apalagi 
sampai mencari-cari kesalahan wajib 
pajak. Seluruh aparatur dari otoritas 
pajak harus selalu berpegangan pada 
prinsip bahwa pemeriksaan pajak 
diibaratkan hanya untuk mengambil 
telur dari ayam, bukan untuk memo-
tong ayamnya. Karena jika ayamnya 
dipotong, maka ayamnya tidak akan 
dapat menghasilkan telur lagi. Peme-
riksaan pajak juga tidak dimaksudkan 
untuk mematikan usaha dari wajib 
pajak dalam memperoleh penghasilan, 
tetapi hanya mengambil sebagian 
penghasilan wajib pajak yang menjadi 
hak dari negara dalam bentuk pajak. 
Pemeriksaan pajak yang dilakukan se-
cara sembarangan, tidak bijaksana, dan 
terlalu memaksakan hasil pemeriksaan 
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pajak untuk memenuhi target pema-
sukan pajak dapat menyebabkan sis-
tem perpajakan terganggu dan membe-
rikan legalitas yang buruk terhadap 
pemerintah, khususnya otoritas pajak.  
Otoritas pajak harus mampu 
melaksanakan pemeriksaan secara 
efektif untuk mencapai tujuan peme-
riksaan. Menurut Chalu and Mzee 
(2018) ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan untuk mencapai tujuan 
suatu pemeriksaan pajak yang efektif  
dan dapat digolongkan ke dalam 4 
kategori. Keempat kategori itu, yaitu: 
kategori organisasi, kategori pemerik-
sa pajak, kategori wajib pajak, kategori 
peraturan. Sedangkan menurut Ayalew 
(2014) ada 5 faktor yang saling mem-
pengaruhi efektivitas pemeriksaan pa-
jak, yaitu: kualitas pemeriksaan, du-
kungan manajemen, pengaturan orga-
nisasi, atribut wajib pajak, dan inde-
pendensi organisasi.  
Pada tahun 1983 Indonesia me-
lakukan reformasi perpajakan. Saat itu 
Pemerintah Indonesia menerbitkan 3 
paket Undang-Undang Perpajakan, 
yaitu Undang-Undang tentang Keten-
tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  
Undang-Undang tentang Pajak Peng-
hasilan (PPh),  dan Undang-Undang 
tentang Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Ba-
rang Mewah (PPnBM). Sistem pemu-
ngutan pajak yang sebelumnya meng-
gunakan official assessment system 
diubah menjadi self assessment system. 
Self assessment system diberlakukan 
untuk pemungutan Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM).  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan yang telah di-
ubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 pasal 29 ayat (1) menyatakan 
Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan pemeriksaan untuk mengu-
ji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak dan untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksa-
nakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Ketentuan dari 
pasal 29 ayat (1) ini menunjukkan 
pemeriksaan pajak merupakan salah 
satu pilar penting untuk menguji kepa-
tuhan pemenuhan kewajiban perpajak-
an dan atau tujuan lain dalam imple-
mentasi self assessment system untuk 
pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM) di Indonesia. Agar pelaksa-
naan kegiatan pemeriksaan dapat men-
capai tujuan yang diinginkan, maka 
pelaksanaan tindakan pemeriksaan ha-
rus dilakukan secara efektif. Pada tu-
lisan ini akan dilakukan evaluasi untuk 
menilai apakah kegiatan pemeriksaan 
pajak di Indonesia sudah dilaksanakan 
secara efektif berdasarkan konsep 
yang dikemukakan beberapa ahli, teru-




Kepatuhan Wajib Pajak 
Umumnya perilaku setiap wajib 
pajak untuk menjadi wajib pajak yang 
patuh atau tidak patuh tergantung pada 
3 hal. Pertama, berapa jumlah penghe-
matan pajak yang diperoleh dari sikap 
tidak patuhnya tersebut. Semakin besar 
jumlah penghematan pajak yang dida-
pat dari sikap tidak patuh tersebut, se-
makin tinggi tingkat kecenderungan 
wajib pajak tersebut untuk menjadi ti-
dak patuh. Tetapi semakin kecil jum-
lah penghematan pajak yang didapat 
dari sikap tidak patuh tersebut, se-
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makin rendah tingkat kecenderungan 
wajib pajak tersebut untuk menjadi ti-
dak patuh. Kedua, besarnya denda atau 
sanksi administrasi dan atau sanksi 
pidana yang dapat dikenakan terhadap 
wajib pajak yang diketahui tidak patuh 
di dalam memenuhi kewajiban perpa-
jakannya. Semakin tinggi sanksi admi-
nistrasi dan atau semakin berat sanksi 
pidana yang dapat dikenakan terhadap 
wajib pajak yang tidak patuh, maka 
akan semakin rendah tingkat kecen-
derungan  wajib pajak tersebut untuk 
menjadi tidak patuh. Tetapi semakin 
rendah sanksi administrasi dan atau 
semakin ringan sanksi pidana yang 
dapat dikenakan terhadap wajib pajak 
yang tidak patuh, maka akan semakin 
tinggi tingkat kecenderungan  wajib 
pajak tersebut untuk menjadi tidak 
patuh. Ketiga, tingkat kemungkinan 
atau peluang sikap tidak patuh tersebut 
dideteksi oleh otoritas pajak. Semakin 
kecil tingkat kemungkinan sikap tidak 
patuh tersebut diketahui oleh otoritas 
pajak, maka akan semakin tinggi 
tingkat kecenderungan wajib pajak ter-
sebut untuk menjadi tidak patuh. Seba-
liknya semakin besar tingkat kemung-
kinan sikap tidak patuh tersebut dike-
tahui oleh otoritas pajak, maka akan 
semakin rendah tingkat kecenderungan 
wajib pajak tersebut untuk menjadi 
tidak patuh.  
Pemeriksaan pajak yang dilaku-
kan secara rutin dan intensif akan 
dapat meningkatkan kemungkinan ke-
tidakpatuhan dari wajib pajak diketa-
hui oleh otoritas pajak. Pemeriksaan 
pajak yang dilakukan dengan frekuensi 
yang tinggi dan terperinci akan dengan 
mudah mengetahui wajib pajak yang 
tidak patuh. Sebaliknya jika pemerik-
saan pajak dilakukan dengan frekuensi 
yang rendah dan secara umum saja, 
maka kemungkinan terdeteksinya wa-
jib pajak yang tidak patuh semakin 
kecil.   
Wajib pajak akan mempunyai 
tingkat ketidakpatuhan yang tinggi un-
tuk memenuhi kewajiban perpajakan-
nya, jika dari sikap tidak patuh terse-
but wajib pajak akan mendapatkan 
penghematan pajak yang besar, dan 
sikap tidak patuhnya kecil kemungkin-
an untuk terdeteksi, serta hanya akan 
dikenakan sanksi administrasi atau 
sanksi pidana yang ringan jika sikap 
tidak patuh itu ditemukan oleh otoritas 
pajak. Sebaliknya wajib pajak akan 
mempunyai tingkat kepatuhan yang 
tinggi untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya, jika wajib pajak hanya 
akan mendapatkan penghematan pajak 
yang kecil jika bersikap tidak patuh,  
besar kemungkinan untuk terdeteksi 
bila wajib pajak bersikap tidak patuh, 
serta akan dikenakan sanksi adminis-
trasi atau sanksi pidana yang berat jika 
wajib pajak diketahui tidak patuh.  
 
Pemeriksaan Pajak 
OECD (2006) menyatakan pe-
meriksaan pajak adalah pemeriksaan 
untuk menentukan apakah wajib pajak 
telah dengan benar menilai dan me-
laporkan kewajiban pajaknya serta 
memenuhi kewajiban lainnya. Sedang- 
kan ERCA (2010) mendefinisikan pe-
meriksaan pajak sebagai suatu kegiat-
an atau serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk 
menentukan kewajiban pajak dari 
wajib pajak yang benar untuk periode 
akuntansi atau pajak tertentu, dengan 
memeriksa produk-produk organisasi 
wajib pajak dan catatan keuangan 
untuk menilai kepatuhan terhadap Un-
dang-Undang Perpajakan dan memve-
rifikasi kebenaran, kejujuran, keandal-
an, dan akurasi Surat Pemberitahuan 
Pajak dan laporan keuangan. Abebe 
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(2018) menyatakan pemeriksaan pajak 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
untuk menentukan apakah wajib pajak 
telah melaporkan dengan benar kewa-
jiban pajaknya dan memenuhi kewa-
jiban lainnya. 
Sen and Bala (2002) menyatakan 
pemeriksaan pajak adalah perpanjang-
an dari "fungsi membuktikan" dari 
audit keuangan historis. Pengertian ini 
timbul dari asumsi bahwa setiap wajib 
pajak akan menyusun laporan keuang-
an yang telah diaudit oleh auditor 
eksternal. Data dari laporan keuangan 
yang telah diaudit akan dipakai untuk 
penyusunan laporan pajak dalam 
bentuk Surat Pemberitahuan Pajak. 
Pemeriksanaan pajak dianggap sebagai 
kegiatan untuk membuktikan kebenar-
an data yang dilaporkan Surat Pembe-
ritahuan Pajak yang diisi berdasarkan 
data dari laporan keuangan yang telah 
diaudit.  
Menurut Kirchler (2007) peme-
riksaan pajak adalah investigasi yang 
dilakukan oleh otoritas pajak untuk 
memverifikasi keakuratan pengemba-
lian pajak dan upaya untuk mendeteksi 
ketidakpatuhan perilaku dan kegiatan. 
Namun peran pemeriksaan dalam 
administrasi perpajakan modern sudah 
berkembang, tidak hanya kegiatan 
memverifikasi kewajiban wajib pajak 
dan mendeteksi wajib pajak yang 
mempunyai ketidaksesuaian antara 
laporan pajaknya dengan dokumentasi 
pendukung (Ayalew, 2014). 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan yang telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 pasal 1 angka 25 menyatakan pe-
meriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, kete-
rangan, dan atau bukti yang dilaksa-
nakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemerik-
saan untuk menguji kepatuhan peme-
nuhan kewajiban perpajakan dan atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melak-
sanakan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan perpajakan.  
Dari uraian tersebut di atas ada 2 
hal penting yang didapat dari penger-
tian pemeriksaan pajak. Pertama yaitu 
pemeriksaan pajak dilakukan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewa-
jiban perpajakan dan atau untuk tujuan 
lain dengan membuktikan kebenaran 
laporan pajak yang sudah disampaikan 
wajib pajak. Kedua yaitu pemeriksaan 
pajak dilaksanakan dengan berbagai 
cara dan teknik pemeriksaan berdasar-
kan suatu standar pemeriksaan.  
Pemeriksaan pajak merupakan 
instrumen yang utama dalam pelaksa-
naan sistem pemungutan pajak self 
assessment. Dengan adanya  pemerik-
saan pajak diharapkan tingkat kepatuh-
an wajib pajak dapat dipertahankan 
atau bahkan ditingkatkan. Jika tidak 
ada pemeriksaan pajak, maka diperki-
rakan akan banyak wajib pajak yang 
tidak patuh, tidak melaporkan atau 
melaporkan pajak yang menjadi kewa-
jibannya secara tidak jujur dan tidak 
benar. 
 
Efek Pemeriksaan Pajak  
Ketika wajib pajak diaudit akan 
ada dua efek yang ditimbulkan. Per-
tama, ketika wajib pajak diketahui 
tidak patuh, maka ada efek langsung 
bagi wajib pajak yaitu harus mem-
bayar pajak tambahan, termasuk denda 
dan pembayaran bunga, untuk tahun 
yang diperiksa. Kedua, ada kemung-
kinan efek tidak langsung dalam ben-
tuk perubahan pada perilaku kepatuh-
an di masa depan. Tanggapan perilaku 
ini bisa terjadi dalam dua bentuk, 
 
Tinjauan Teoritis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Indonesia   
44 
 
yaitu: (1) perubahan perilaku dari wa-
jib pajak yang diperiksa (kadang-ka-
dang diberi label efek "korektif" atau 
"pencegahan"); dan (2) limpahan kepa-
da pembayar pajak yang tidak diaudit, 
kadang-kadang dilabeli efek “pence-
gah” (Gemmell and Ratto, 2012).  
Jadi pemeriksaan pajak akan 
memberikan efek langsung dan efek 
tidak langsung. Efek langsung ini bisa 
berupa efek korektif dan atau efek 
pencegahan. Efek korektif berhubung-
an dengan wajib pajak yang diperiksa, 
di mana jika dari hasil pemeriksaan 
ditemukan adanya pajak yang tidak di-
laporkan atau belum dilaporkan sepe-
nuhnya, maka wajib pajak harus mem-
bayar pajak yang tidak dibayar atau 
kurang dibayar tersebut beserta sanksi 
administrasinya termasuk bunga. Bila 
ditemukan adanya tindak pidana per-
pajakan, maka akan ada efek korektif 
berupa tuntutan pidana terhadap wajib 
pajak yang diperiksa. Efek pencegahan 
berhubungan dengan perubahan perila-
ku dari wajib pajak yang umumnya 
akan menjadi lebih patuh setelah me-
ngalami proses pemeriksaan pajak. 
Jadi pemeriksaan pajak dapat membe-
rikan efek jera kepada wajib pajak 
yang diperiksa, dan akan dapat meru-
bah perilakunya menjadi lebih patuh 
untuk memenuhi kewajiban perpajak-
annya.  
Efek tidak langsung dari peme-
riksaan pajak dapat berupa memberi 
kesadaran dan kewaspadaan kepada 
wajib pajak bahwa jika dia bersikap 
tidak patuh untuk memenuhi kewajib-
an perpajakannya, maka sikap tidak 
patuh tersebut akan dapat dengan mu-
dah diketahui oleh otoritas pajak yang 
akan melakukan tindakan pemeriksaan 
pajak secara berkala. Bila ketidakpa-
tuhan dari wajib pajak tersebut diketa-
hui oleh otoritas pajak melalui tindak-
an pemeriksaan pajak, maka wajib 
pajak akan menanggung konsekuensi 
sikap tidak patuh tersebut berupa 
kewajiban membayar pajak yang tidak 
dibayar atau belum dibayar sepenuh-
nya ditambah sanksi administrasi ter-
masuk bunga serta ada kemungkinan 
akan dikenakan tuntutan pidana jika 
ditemukan unsur tindak pidana perpa-
jakan dalam sikap tidak patuh dari 
wajib pajak itu. 
 
Mengukur Indikator Pemeriksaan 
Pajak Efektif 
Chalu and Mzee (2018) berpen-
dapat bahwa mengukur efektivitas pe-
meriksaan pajak sangat kompleks, ka-
rena terbatasnya konsensus mengenai 
indikator atau dimensi yang dipakai 
menilai pemeriksan pajak yang efektif 
dan metodologi yang dipakai untuk 
menilainya. Penelitian-penelitian yang 
telah dilakukan menghasilkan penda-
pat yang berbeda-beda antara satu 
peneliti dengan peneliti lainnya.   
Kastlunger et al. (2009) mem-
pertimbangkan kepatuhan pajak (tanpa 
ada tax evasion) sebagai suatu indi-
kator dari pemeriksaan pajak yang 
efektif. Isa and Pope (2011) berpenda-
pat bahwa pemeriksaan pajak yang 
efektif dapat diukur dari peningkatan 
kepatuhan pajak sukarela, dengan me-
mastikan bahwa wajib pajak mematuhi 
Undang-Undang dan Peraturan Perpa-
jakan saat ini, memungkinkan tercipta-
nya kondisi pajak yang dapat mendidik 
wajib pajak, serta mengidentifikasi 
hal-hal untuk perbaikan pencatatan, 
dan Undang-Undang Perpajakan yang 
membutuhkan klarifikasi.  
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pemeriksaan Pajak Efektif 
Menurut Chalu and Mzee (2018) 
banyak faktor yang mempengaruhi 
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efektivitas pemeriksaan pajak yang 
dikelompokkan ke dalam empat kate-
gori, yaitu, organisasi, pemeriksa pa-
jak, wajib pajak dan peraturan. Yang 
dimaksud organisasi di sini termasuk 
personil, budaya, teknologi, lingkung-
an dan dukungan manajemen. Untuk 
dapat melakukan pemeriksaan pajak 
yang efektif perlu tersedianya personil 
pemeriksa pajak yang cakap, tangguh, 
profesional dan berintegritas tinggi. 
Pemeriksa pajak yang cakap akan 
mampu melaksanakan kegiatan peme-
riksaan dengan baik dan dapat menye-
lesaikan semua permasalahan yang 
ditemui di lapangan, karena sudah 
dibekali kemampuan teknis dan penga-
laman yang memadai. Pemeriksa pajak 
yang tangguh akan mampu mengha-
dapi segala tantangan, ancaman dan 
intimidasi yang mungkin dihadapi di 
dalam melakukan pemeriksaan. Peme-
riksa pajak yang profesional akan me-
miliki sikap yang independen, objektif, 
mandiri dan dapat bekerjasama baik 
dengan wajib pajak dalam melaksana-
kan tugas-tugasnya serta dapat menun-
jukkan sikap dan perilaku yang meng-
hargai hak, pendapat dan keterangan 
dari wajib pajak. Pemeriksa pajak 
yang berintegritas akan memiliki ka-
rakter jujur, bertanggungjawab serta 
tidak dapat dipengaruhi dengan imbal-
an apapun. Organisasi dari pemeriksa 
pajak yang tidak memiliki personil 
yang cakap, tangguh, profesional dan 
berintegritas tinggi akan sulit untuk 
melakukan pemeriksaan yang efektif.  
Yang dimaksud budaya di sini 
adalah kebiasaan atau cara-cara be-
kerja, bersikap, berkomunikasi yang 
telah menjadi ciri khas dari organisasi 
di mana pemeriksa pajak berada. Bu-
daya kerja yang rajin, disiplin, gigih, 
ulet,  dapat beradaptasi dan bekerjasa-
ma dengan baik harus menjadi acuan 
bagi pemeriksa pajak. Jika organisasi 
dari pemeriksa pajak tidak memiliki 
budaya organisasi yang baik, misalnya 
personilnya cenderung malas, tidak di-
siplin, sulit beradaptasi dan berkerjasa-
ma, baik dengan sesama rekan kerja 
maupun wajib pajak, maka sulit bagi 
organisasi untuk melaksanakan peker-
jaan pemeriksaan secara efektif.  
Yang dimaksud dengan teknolo-
gi di sini, yaitu organisasi dari pe-
meriksa pajak harus mengadopsi dan 
mengaplikasikan segala perkembangan 
teknologi untuk memudahkan pekerja-
an personil dari otoritas pajak dan juga 
memudahkan wajib pajak untuk me-
menuhi kewajiban perpajakannya. 
Penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam penanganan admi-
nistrasi perpajakan akan membantu 
otoritas pajak dalam melakukan pe-
mantauan aktivitas penyetoran dan pe-
laporan pajak oleh wajib pajak. Di 
samping itu dengan mengaplikasikan 
teknologi informasi semua data dari 
wajib pajak akan tersimpan di server 
otoritas pajak dan ini memudahkan 
untuk mengetahui track record dari 
wajib pajak. Hal ini semua akan mem-
bantu pemeriksa pajak di dalam mela-
kukan pemeriksaan, karena sudah 
memiliki data awal mengenai wajib 
pajak. Pemanfaatan teknologi informa-
si dalam proses pemeriksaan juga 
mempermudah tugas dari pemeriksa 
pajak. Dengan dukungan teknologi, 
maka proses pemeriksaan akan dapat 
berjalan secara lebih efektif.      
Pemeriksaaan pajak akan dapat 
dilakukan secara efektif dalam kondisi    
lingkungan organisasi yang kondusif. 
Pemeriksaan pajak akan dapat berjalan 
secara efektif pada kondisi lingkungan 
organisasi, di mana semua elemen 
memberikan dukungan baik langsung 
maupun tidak langsung untuk keber-
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hasilan tugas dari pemeriksa pajak. 
Misalkan pada saat pemeriksa pajak 
membutuhkan data tertentu mengenai 
wajib pajak yang diperiksa, data ter-
sebut dengan cepat dapat diperoleh 
karena adanya dukungan penuh dari 
bagian sistem informasi.  
Manajemen sebagai pihak yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja 
otoritas pajak secara keseluruhan harus 
dapat memberikan dukungan penuh 
terhadap pekerjaan yang dilakukan 
oleh pemeriksa pajak, termasuk melin-
dungi pemeriksa pajak dari berbagai 
ancaman, tantangan atau semacamnya 
yang berasal dari berbagai pihak. De-
ngan adanya dukungan yang penuh 
dari manajemen, maka pemeriksa pa-
jak dapat bekerja dengan penuh keya-
kinan dan tidak ragu-ragu, karena apa 
yang dikerjakan akan didukung sepe-
nuhnya oleh pihak manajemen. Hal ini 
akan menyebabkan pemeriksaan dapat 
dilakukan secara efektif. 
Kategori kedua faktor yang 
mempengaruhi efektivitas pemeriksa-
an pajak adalah pemeriksa pajak. Pe-
meriksa pajak harus memiliki kemam-
puan terintegrasi yang berhubungan 
dengan penguasaan ilmu, keterampilan 
dan wawasan berkaitan dengan audit, 
akuntansi, pajak, keuangan, hukum, 
ekonomi, bisnis, serta teknologi infor-
masi dan komunikasi. Di samping itu 
dari sudut attitude, pemeriksa harus 
dapat bersikap sopan, jujur, disiplin, 
dapat bekerjasama, mampu beradapta-
si, dan berintegritas tinggi. Otoritas 
pajak harus mengelompokkan para 
pemeriksa pajak yang dikoordinir agar 
memiliki spesialisasi pemeriksaan 
pajak pada jenis usaha, bisnis atau 
industri tertentu. Hal ini dibutuhkan 
agar setiap pemeriksa pajak akan 
mempunyai spesialisasi keahlian khu-
sus atau kepakaran untuk memeriksa 
pajak jenis usaha, bisnis atau industri 
tertentu. Dengan demikian penentuan 
penugasan pemeriksa pajak untuk me-
meriksa wajib pajak dapat dilakukan 
dengan mudah disesuaikan dengan 
jenis usaha, bisnis atau industri dari 
wajib pajak yang akan diperiksa.   
Agar kemampuan yang dimiliki 
oleh pemeriksa pajak tidak ketinggalan 
dan tetap sesuai dengan kondisi terkini 
dari perkembangan dunia bisnis dan 
industri, maka pihak manajemen orga-
nisasi pemeriksa pajak secara berkala 
harus mengikutsertakan para pemerik-
sa pajak untuk mengikuti berbagai 
kegiatan guna memperbahurui dan 
meningkatkan penguasaan ilmu dan 
keterampilan yang dimiliki oleh para 
pemeriksanya dalam bentuk seminar, 
lokakarya, workshop atau sejenisnya, 
baik yang diadakan di internal organi-
sasi maupun di luar organisasi. Peme-
riksa pajak yang memiliki penguasaan 
ilmu, keterampilan yang tinggi dan 
wawasan yang luas pada bidang-
bidang audit, akuntansi, pajak, keuang-
an, hukum, ekonomi, bisnis, teknologi 
informasi dan komunikasi, serta memi-
liki attitude yang baik akan mendu-
kung terciptanya pemeriksaan pajak 
yang efektif. 
Kategori ketiga faktor yang me-
nentukan efektivitas pemeriksaan pa-
jak adalah wajib pajak. Jika wajib pa-
jak yang diperiksa adalah wajib pajak 
terdidik dengan tingkat pendidikan 
yang tinggi, memahami aturan pajak, 
serta mempunyai tingkat kepatuhan 
dan keperdulian yang tinggi untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya, 
maka pemeriksaan pajak akan dapat 
dilakukan secara lebih efektif. Seba-
liknya bila wajib pajak yang diperiksa 
adalah wajib pajak dengan tingkat 
pendidikan rendah atau kurang terdi-
dik, tidak memahami aturan pajak, 
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serta memiliki tingkat kepatuhan yang 
rendah untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya, maka pemeriksaan pa-
jak yang dilakukan akan kurang efek-
tif. Wajib pajak dengan tingkat kepa-
tuhan pajak yang tinggi selain taat 
dalam membayar dan melaporkan 
pajak, juga umumnya sangat perduli 
dalam melakukan administrasi untuk 
mencatat kegiatan usahanya serta 
mengarsipkannya beserta bukti-bukti 
pendukungnya, sehingga memudahkan 
pemeriksa pajak untuk melakukan 
pemeriksaan pajak yang efektif. Seba-
liknya wajib pajak yang memiliki ke-
patuhan pajak yang rendah akan cen-
derung tidak memiliki catatan yang 
lengkap dan bukti-bukti pendukung 
mengenai kegiatan usahanya akan 
mempersulit pemeriksa pajak untuk 
melakukan pemeriksaan pajak yang 
efektif.         
Kategori keempat faktor yang 
mempengaruhi efektivitas pemeriksa-
an pajak adalah peraturan. Peraturan 
yang dimaksud di sini adalah peratur-
an pajak. Pemeriksaan pajak dapat ber-
jalan secara efektif, jika peraturan 
pajak yang dibuat bersifat sederhana, 
mudah dimengerti dan dipahami. Pera-
turan pajak di sini meliputi Undang-
Undang Perpajakan dan peraturan pe-
laksana lainnya. Peraturan pajak yang 
kompleks, susah dimengerti dan dipa-
hami serta bisa menimbulkan multi 
tafsir dan mengandung banyak celah 
kelemahan (loop holes) akan memper-
sulit pemeriksa pajak. Peraturan perpa-
jakan yang disusun harus mampu 
diaplikasikan dengan baik serta memi-
liki seminimal mungkin celah kele-
mahan (loop holes) yang dapat diman-
faatkan oleh wajib pajak untuk mengu-
rangi jumlah pajak yang menjadi 
kewajibannya, baik dengan cara-cara 
yang tergolong tax avoidance maupun 
tax evasion. Peraturan pajak yang di-
susun dengan baik: sederhana, jelas, 
tidak ambigu atau multi tafsir serta 
dapat diaplikasikan dalam berbagai  si-
tuasi dan kondisi yang ada akan sangat 
membantu terselenggaranya pemerik-
saan pajak yang efektif.  
Sedangkan Ayalew (2014) me-
nyatakan efektivitas pemeriksaan pa-
jak banyak ditentukan oleh 5 faktor 
yang saling mempengaruhi, yaitu: kua-
litas pemeriksaan, dukungan manaje-
men, pengaturan organisasi, atribut 
dari pihak yang diperiksa dan indepen-
densi dari organisasi. Kualitas peme-
riksaan akan tergantung pada keahlian 
dari staf pemeriksa, perencanaan, pe-
kerjaan lapangan dan review kualitas, 
komunikasi pemeriksaan. Apabila pe-
meriksaan pajak dilakukan oleh staf 
pemeriksa pajak yang ahli dan berpe-
ngalaman, direncanakan dengan baik 
dan pekerjaan pemeriksaan lapangan 
dimonitor dan dikontrol dengan baik, 
maka pemeriksaan pajak akan dapat 
berjalan secara efektif. Untuk dapat 
melakukan pemeriksaan pajak dengan 
baik, perlu dukungan dari manajemen. 
Manajemen harus sepenuhnya mem-
berikan dukungan kepada staf peme-
riksa pajak. Adanya dukungan yang 
total secara proporsional dari manaje-
men akan mendukung pemeriksa pajak 
untuk dapat melakukan pemeriksaan 
pajak yang efektif.          
Pemeriksaan yang efektif juga 
dipengaruhi oleh pengaturan  organisa-
si. Pengaturan organisasi terdiri dari 
status pemeriksa pajak dalam struktur 
organisasi otoritas pajak, anggaran 
untuk kegiatan pemeriksaan pajak, 
adanya kriteria yang jelas untuk meng-
evaluasi setiap proses pemeriksaan pa-
jak. Pemeriksaan pajak akan dapat di-
lakukan secara efektif jika posisi dari 
pemeriksa pajak dalam struktur orga-
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nisasi otoritas pajak bersifat sangat  
strategis, memiliki anggaran yang cu-
kup besar untuk melakukan kegiatan 
operasional pemeriksaan pajak serta 
ada mekanisme evaluasi yang transpa-
ran dan efektif terhadap kegiatan pe-
meriksaan pajak.   
Pemeriksaan pajak dapat dilaku-
kan secara efektif, jika wajib pajak 
yang diperiksa mempunyai tingkat ke-
patuhan pajak yang tinggi, serta mau 
bekerjasama untuk mendukung dan 
mempermudah pemeriksaan yang di-
lakukan pemeriksa pajak. Wajib pajak 
dengan tingkat kepatuhan pajak yang 
rendah serta tidak mau bekerjasama 
mendukung pemeriksa pajak dengan 
menyediakan dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan secara lengkap akan me-
nyebabkan pemeriksaan pajak tidak 
dapat dilaksanakan secara efektif. 
Efektivitas pemeriksaan pajak 
juga sangat ditentukan oleh indepen-
densi dari organisasi pemeriksa pajak. 
Jadi organisasi yang mengelola peme-
riksa pajak harus terpisah dengan orga-
nisasi yang melakukan operasional pe-
mungutan pajak. Jika organisasi peme-
riksa pajak berada di bawah satu ma-
najemen dengan organisasi pemungut 
pajak, maka dikhawatirkan pemeriksa 
pajak menjadi tidak independen dalam 
melakukan pemeriksaan pajak. 
Berdasarkan pendapat dari Chalu 
and Mzee (2018) dan Ayalew (2014) 
dapat disimpulkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas pemeriksa-
an pajak yaitu organisasi, independensi 
organisasi, wajib pajak, kualitas peme-
riksaan, pemeriksa pajak, peraturan 
dan dukungan manajemen.       
  
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah pene-
litian kepustakaan. Penelitian ini dila-
kukan dengan cara meneliti bahan pus-
taka atau data sekunder. Penelitian ini 
menggunakan beberapa pendekatan, 
yaitu: pendekatan perundang-undang-
an (statute approach), pendekatan 
konseptual (conceptual approach), dan 
pendekatan komparatif (comparative 
approach).  
Pendekatan peraturan perun-
dang-undangan (statute approach) di-
lakukan dengan cara menelaah semua 
peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan isu yang sedang di-
bahas, yaitu menelaah peraturan per-
undang-undangan yang berhubungan 
atau ada kaitannya dengan pemerik-
saan pajak. Pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dilakukan de-
ngan cara menelaah konsep-konsep 
yang dikemukakan oleh para ahli ber-
kaitan dengan efektivitas pemeriksaan 
pajak.  
Pendekatan komparatif (compa-
rative approach) dilakukan dengan 
cara membandingkan peraturan me-
ngenai pemeriksaan pajak di Indone-
sia beserta data-data sekunder dari la-
poran Direktorat Jenderal Pajak de-
ngan konsep pemeriksaan pajak dari 
para ahli. Dari perbandingan peraturan 
beserta data-data sekunder dari laporan 
Direktorat Jenderal Pajak dengan kon-
sep-konsep yang dikemukakan para 
ahli akan dilakukan penilaian apakah 
pemeriksaan pajak di Indonesia sudah 
berjalan secara efektif. 
 
Pemeriksaan Pajak di Indonesia 
Ketentuan pemeriksaan pajak di 
Indonesia diatur dengan Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yang telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009. Se-lanjutnya 
pemeriksaan pajak ini diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 
tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Ke-
uangan Nomor 184/PMK.03/2015 
tanggal 30 September 2015. Petunjuk 
pelaksanaan dari Peraturan Menteri 
Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-15/PJ/2018 tanggal 13 
Agustus 2018 tentang Kebijakan 
Pemeriksaan. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan yang telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 pasal 29 menyatakan Direktur 
Jenderal Pajak berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk menguji kepa-
tuhan pemenuhan kewajiban perpa-
jakan wajib pajak dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Hal ini menunjukkan bah-
wa pemeriksaan pajak di Indonesia 
dilakukan oleh organisasi Direktorat 
Jenderal Pajak yang dipimpin oleh Di-
rektur Jenderal Pajak. Organisasi Di-
rektorat Pajak ini mempunyai tugas 
melakukan pemungutan pajak sekali-
gus juga melaksanakan pemeriksaan 
pajak. 
Bagi wajib pajak yang tidak se-
tuju dengan hasil pemeriksaan pajak 
dapat melakukan upaya keberatan ke-
pada Direktur Jenderal Pajak seperti 
yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pada 
pasal 24 ayat (1) Undang-Undang ini 
disebutkan bahwa wajib pajak dapat 
mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak atas suatu: (a) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan; (c) Surat Ketetapan 
Pajak Nihil; (d) Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar; atau (e) pemotongan atau 
pemungutan pajak oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan per-
undang-undangan perpajakan yang 
berlaku.    
Pada Direktorat Jenderal Pajak 
pusat, tugas pemeriksaan sekaligus pe-
nagihan dilaksanakan oleh Direktorat 
Pemeriksaan dan Penagihan. Kemudi-
an ada 2 direktorat lagi yang memiliki 
tugas bersinggungan dengan proses 
pemeriksaan yaitu Direktorat Intelijen 
dan Penyidikan serta Direktorat Kebe-
ratan dan Banding. Direktorat Intelijen 
dan Penyidikan akan menangani wajib 
pajak yang diindikasikan melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan. 
Direktorat Keberatan dan Banding  
akan menangani wajib pajak yang 
akan mengajukan keberatan. Pada 
tingkat Kantor Wilayah ada Bidang 
Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagih-
an Pajak yang akan menangani masa-
lah pemeriksaan, penyidikan dan pena-
gihan pajak. Untuk penanganan kebe-
ratan ada Bidang Pengurangan, Kebe-
ratan dan Banding. Pada tingkat Kan-
tor Pelayanan Pajak Wajib Pajak 
Besar, Madya dan Pratama yang akan 
menangani masalah pemeriksaan pajak 
adalah Seksi Pemeriksaan.  
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 
Januari 2013 tentang Tata Cara Peme-
riksaan sebagaimana telah diubah de-
ngan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 184/PMK.03/2015 tanggal 30 
September 2015 pasal 6 ayat (1), (2) 
dan (3) menyatakan pemeriksaan un-
tuk menguji kepatuhan pemenuhan ke-
wajiban perpajakan harus dilaksanakan 
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sesuai dengan standar pemeriksaan 
yang digunakan sebagai ukuran mutu 
pemeriksaan dan merupakan capaian 
minimum yang harus dicapai dalam 
melaksanakan pemeriksaan. Standar 
pemeriksaan meliputi standar umum 
pemeriksaan, standar pelaksanaan pe-
meriksaan, dan standar pelaporan hasil 
pemeriksaan.          
Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tanggal 
13 Agustus 2018 tentang Kebijakan 
Pemeriksaan menyatakan dalam rang-
ka pemilihan wajib pajak yang menja-
di prioritas pemeriksaan dengan lebih 
objektif dan tepat sasaran, optimalisasi 
kinerja sumber daya manusia pemerik-
sa pajak, perbaikan peraturan perpa-
jakan di bidang pemeriksaan, serta 
sejalan dengan arah reformasi perpa-
jakan yang sedang dilakukan Direkto-
rat Jenderal Pajak, diperlukan revitali-
sasi proses bisnis pemeriksaan yang 
telah ada. Revitalisasi proses bisnis 
pemeriksaan secara umum ditujukan 
untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas pemeriksaan sehingga kegiat-
an pemeriksaan mampu mendorong 
pertumbuhan penerimaan pajak yang 
berkelanjutan, meningkatkan kepatuh-
an wajib pajak yang berkelanjutan 
(sustainable compliance), mencegah 
praktik penghindaran pajak oleh wajib 
pajak, serta mencapai pemeriksaan 
yang efektif.  
Ketentuan dalam Surat Edaran 
ini menegaskan bahwa pemeriksaan 
hanya dilakukan terhadap wajib pajak 
yang termasuk dalam Daftar Sasaran 
Prioritas Pemeriksaan (DSPP) yang 
disusun oleh Komite Perencanaan 
Pemeriksaan baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat Kantor Wilayah. 
Jadi Kantor Pelayanan Pajak tidak da-
pat dengan serta merta melakukan tin-
dakan pemeriksaan terhadap wajib pa-
jak yang tidak masuk dalam Daftar 
Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). 
Dengan adanya aturan ini, diharapkan 
proses pelaksanaan pemeriksaan pajak 
yang dilakukan oleh Direktorat Jende-
ral Pajak akan dapat berjalan secara 
efektif, karena wajib pajak yang akan 
diperiksa sudah ditentukan terlebih 
dahulu berdasarkan Daftar Sasaran 
Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) 
yang disusun berdasarkan kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan.        
Menurut Direktorat Jenderal Pa-
jak (2017: 9) hasil pelayanan dan pe-
nyuluhan dalam tahun 2017 adalah se-
perti berikut ini: (i) Indeks Kepuasaan 
Pengguna Layanan mencapai angka 
4,27 (dari rentang 0,00 (tidak puas) - 
5,00 (sangat puas)); (ii) Indeks Efek-
tivitas Penyuluhan mencapai angka 
3,28 (dari rentang 0,00 (tidak efektif) - 
4,00 (efektif)); (iii) Persentase Pang-
gilan Terjawab dalam layanan contact 
center Kring Pajak sebanyak 89,76% 
terjawab. Dari sudut tata kelola orga-
nisasi pada tahun 2017 Direktorat Jen-
deral Pajak memiliki Nilai Kinerja Or-
ganisasi 105,37 dengan kategori Me-
menuhi Ekspektasi, Nilai Implemen-
tasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe-
merintah 91,20 dengan kategori Me-
muaskan, Nilai  Tingkat Kematangan 
Pengelolaan Organisasi dengan predi-
kat A berkategori Sangat Baik (Direk-
torat Jenderal Pajak, 2017: 11).   
Jumlah pegawai dari Direktorat 
Jenderal Pajak pada tahun 2017 seba-
nyak 43.052 orang, di mana 5.184 
orang di antaranya merupakan peme-
riksa pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 
2017: 51-53). Hal ini menunjukkan 
bahwa jumlah pemeriksa pajak seba-
nyak 12,04% dari total pegawai Direk-
torat Jenderal Pajak. Data-data lain 
yang berhubungan dengan sumber 
daya manusia dari Direktorat Jenderal 
 
Tinjauan Teoritis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Indonesia   
51 
 
Pajak pada tahun 2017 adalah sebagai 
berikut: (i) pendidikan dan pelatihan 
yang telah diadakan sebanyak 501 
kegiatan diklat yang diikuti oleh 
20.652 pegawai; (ii) jumlah penugasan 
pegawai yang mengikuti tugas belajar 
sebanyak 440 pegawai; (iii) persentase 
pegawai yang memenuhi standar jam 
latihan sebanyak 91,40%; (iv) beban 
kerja sebanyak 70.077.044 jam kerja 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2017: 11). 
Pengembangan sumber daya aparatur 
di Direktorat Jenderal Pajak secara 
menyeluruh diarahkan untuk memasti-
kan terselenggaranya organisasi yang 
fit for purpose serta tersedianya sum-
ber daya manusia yang kompetitif 
dalam rangka mendukung tercapainya 
tujuan Direktorat Jenderal Pajak (Di-
rektorat Jenderal Pajak, 2017: 27).  
Administrasi perpajakan yang 
dilaksanakan pada Direktorat Jenderal 
Pajak sebagian besar sudah dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi infor-
masi dan komunikasi. Pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi 
telah mampu memberikan banyak ke-
mudahan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak dan wajib pajak. Wajib pajak 
dengan mudah dapat melakukan pe-
nerbitan faktur pajak melalui fasilitas  
e-Faktur, pembayaran pajak melalui 
fasilitas e-billing dan pelaporan pajak 
(penyampaian SPT Masa dan SPT 
tahunan) melalui fasilitas e-Filing dan 
e-SPT. Dengan adanya sistem ini Di-
rektorat Jenderal Pajak akan memiliki 
database lengkap dari semua wajib 
pajak beserta segala aktivitasnya yang 
berkaitan dengan pemenuhan kewajib-
an perpajakan. Hal ini akan sangat 
membantu dan mempermudah proses 
pemeriksaan pajak, karena pemeriksa 
pajak akan memiliki data yang lengkap 
berkaitan dengan wajib pajak yang 
diperiksa.    
Pada tahun 2013 jumlah wajib 
pajak sebanyak 28.004.218 dengan 
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT 
Tahunan PPh sebesar 60,86% (Direk-
torat Jenderal Pajak, 2013: 3). Pada ta-
hun 2014 jumlah wajib pajak sebanyak 
30.574.428 dengan Rasio Kepatuhan 
Penyampaian SPT Tahunan PPh se-
besar 58,87% (Direktorat Jenderal Pa-
jak, 2014: 14). Pada tahun 2015 jum-
lah wajib pajak sebanyak 33.336.122 
dengan Rasio Kepatuhan Penyampaian 
SPT Tahunan PPh sebesar 60,42% 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2015: 3). 
Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak 
sebesar 36.446.616 dengan Rasio Ke-
patuhan Penyampaian SPT Tahunan 
PPh sebesar 60,82% (Direktorat Jende-
ral Pajak, 2016: 4). Tahun 2017  me-
nunjukkan jumlah wajib pajak seba-
nyak 39.151.603 dengan Rasio Kepa-
tuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 
sebesar 72,64% (Direktorat Jenderal 
Pajak, 2017: 9). Persentase tingkat ke-
patuhan formal wajib pajak badan dan 
wajib pajak orang pribadi non karya-
wan sebesar 62,96% dan persentase 
pertumbuhan jumlah wajib pajak ba-
dan dan wajib pajak orang pribadi non 
karyawan yang melakukan pembayar-
an sebesar 32,73% (Direktorat Jende-
ral Pajak, 2017: 58).   
Penerimaan pajak yang diper-
oleh dari pemeriksaan pajak dalam 
tahun 2013 sebesar Rp. 20,74 triliun 
atau sebesar 2,25% dari total peneri-
maan pajak Rp. 921,398 triliun (Di-
rektorat Jenderal Pajak, 2013: 3-4). Pe-
nerimaan pajak yang diperoleh dari pe-
meriksaan pajak dalam tahun 2014 
sebesar Rp. 24,47 triliun atau sebesar 
2,48% dari total penerimaan pajak Rp. 
985,13 triliun (Direktorat Jenderal Pa-
jak, 2014: 3-4). Penerimaan pajak 
yang diperoleh dari pemeriksaan pajak 
dalam tahun 2015 sebesar Rp. 38,74 
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triliun atau sebesar 3,65% dari total 
penerimaan pajak Rp. 1.060,86 triliun 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2015: 3-4). 
Penerimaan pajak yang diperoleh dari 
pemeriksaan pajak dalam tahun 2016 
sebesar Rp. 46,02 triliun atau sebesar 
4,16% dari total penerimaan pajak Rp. 
1.105,97 triliun (Direktorat Jenderal 
Pajak, 2016: 4-5). Penerimaan pajak 
yang diperoleh dari pemeriksaan pajak 
dalam tahun 2017 sebesar Rp. 53,93 
triliun atau sebesar 4,69% dari total 
penerimaan pajak Rp. 1.151,03 triliun 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2017: 8-
10). 
Pada tahun 2013 banding yang 
dimenangkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak sebesar 31,25% (Direktorat Jen-
deral Pajak, 2013: 5). Pada tahun 2014 
banding yang dimenangkan oleh Di-
rektorat Jenderal Pajak sebesar 29,10% 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2014: 4). 
Pada tahun 2015 banding yang dime-
nangkan oleh Direktorat Jenderal Pa-
jak sebesar 32,52% (Direktorat Jende-
ral Pajak, 2015: 4). Pada tahun 2016 
banding yang dimenangkan oleh Di-
rektorat Jenderal Pajak sebesar 36,42% 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2016: 5). 
Pada tahun 2017 banding yang dime-
nangkan oleh Direktorat Jenderal Pa-
jak sebesar 40,32% (Direktorat Jende-
ral Pajak, 2017: 10). 
 
PEMBAHASAN 
Secara teori berdasarkan peng-
gabungan pendapat dari Chalu and 
Mzee (2018) dan Ayalew (2014) ada  
6 faktor yang mempengaruhi efektivi-
tas pemeriksaan pajak, yaitu organisa-
si, independensi organisasi, wajib pa-
jak, kualitas pemeriksaan, pemeriksa 
pajak, peraturan, dan dukungan mana-
jemen. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa pemeriksaan pajak akan dapat 
berjalan secara efektif bila 7 faktor 
tersebut menunjukkan kondisi yang 
mendukung. 
Dari sudut organisasi, pemerik-
saan pajak di Indonesia sudah didu-
kung oleh personil pemeriksa pajak 
yang cakap, tangguh, profesional, dan 
berintegritas tinggi. Sumber daya ma-
nusia di Direktorat Jenderal Pajak, 
termasuk pemeriksa pajak pada tahun 
2017 menjalani pendidikan dan pe-
latihan yang telah diadakan sebanyak 
501 kegiatan diklat dan diikuti oleh 
20.652 pegawai. Ada penugasan pega-
wai yang mengikuti tugas belajar 
sebanyak 440 pegawai. Besarnya 
persentase pegawai yang memenuhi 
standar jam latihan sebanyak 91,40% 
dan beban kerja pegawai sebanyak 
70.077.044 jam kerja. Dengan proses 
pendidikan, pelatihan, penugasan bela-
jar, dan beban kerja yang sedemikian 
besar, maka kompetensi dari sumber 
daya manusia di Direktorat Jenderal 
Pajak termasuk pemeriksa pajak sudah 
tidak diragukan lagi. Beban kerja yang 
tinggi serta motivasi yang besar untuk 
selalu meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki melalui  
berbagai kegiatan pendidikan, pelatih-
an, dan tugas belajar merupakan buda-
ya organisasi yang baik dan sangat po-
sitif dalam mendukung efektivitas pe-
meriksaan pajak.    
Keberadaan pemeriksa pajak 
yang berada di semua tingkatan orga-
nisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu 
di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan 
Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan 
bahwa dari struktur organisasi yang 
ada sangat mendukung terlaksananya 
pemeriksaan pajak yang efektif. Hasil  
pelayanan dan penyuluhan dalam ta-
hun 2017 yang ditunjukkan dari Indeks 
Kepuasaan Pengguna Layanan, Indeks 
Efektivitas Penyuluhan, dan Persenta-
se Panggilan Terjawab dalam layanan 
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contact center Kring Pajak yang tinggi 
menunjukkan kinerja layanan organi-
sasi yang positif. Nilai Kinerja Or-
ganisasi  dengan kategori Memenuhi 
Ekspektasi, Nilai Implementasi Akun-
tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
dengan kategori Memuaskan, Nilai  
Tingkat Kematangan Pengelolaan Or-
ganisasi dengan predikat A berkategori 
Sangat Baik juga menunjukkan keber-
hasilan organisasi dalam bidang layan-
an. Semua prestasi dalam layanan dan 
penyuluhan menunjukkan keberhasil-
an dari Direktorat Jenderal Pajak da-
lam menerapkan tata kelola organisasi 
yang baik, berkualitas, dan dapat di-
percaya. Kondisi ini juga akan mendu-
kung terlaksananya pemeriksaan pajak 
yang efektif. 
Keberhasilan organisasi Direkto-
rat Jenderal Pajak dalam mengimple-
mentasikan fasilitas e-Faktur untuk 
penerbitan faktur pajak digital, fasi-
litas e-billing untuk pembayaran pajak 
berbasis digital, dan fasilitas e-Filing 
dan e-SPT untuk pelaporan pajak ber-
basis digital sangat mendukung terse-
dianya database wajib pajak yang ter-
integrasi. Keberadaan database wajib 
pajak yang terintegrasi ini sangat 
membantu pemeriksa pajak dalam me-
lakukan tugas pemeriksaan pajak seca-
ra efektif.  
Secara umum lingkungan di 
mana pemeriksa pajak akan melaku-
kan tugas pemeriksaan sangat mendu-
kung. Di lingkungan internal kantor 
pemeriksa pajak, tersedia fasilitas ru-
angan yang aman dan nyaman, leng-
kap dengan peralatan kerja yang ber-
basis digital. Sedangkan di lingkungan 
eksternal yaitu di tempat wajib pajak, 
secara umum wajib pajak di Indonesia 
biasanya menghargai dan menghorma-
ti pemeriksa pajak serta akan membe-
rikan tempat yang representatif dan 
kerjasama yang baik dengan  pemerik-
sa pajak yang akan melakukan peme-
riksaan lapangan. Kondisi ini semua 
akan mendukung pemeriksa pajak un-
tuk dapat melakukan pemeriksaan pa-
jak yang efektif. 
Secara keseluruhan dari evaluasi 
pada faktor organisasi, pemeriksaan 
pajak yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak akan dapat dilakukan 
secara efektif, karena semua hal yang 
berkaitan dengan faktor organisasi 
mendukung terwujudnya pemeriksaan 
pajak yang efektif. Kondisi organisasi 
yang mendukung pemeriksa pajak da-
lam melaksanakan tugasnya akan me-
mudahkan pemeriksaan pajak dapat 
dilakukan secara efektif.  
Jika ditinjau dari sudut indepen-
densi organisasi, pemeriksaan pajak di 
Indonesia tidak dilaksanakan oleh or-
ganisasi yang independen. Pemeriksa-
an pajak dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak yang juga mempunyai 
tugas untuk memungut pajak dan me-
lakukan administrasi perpajakan. Sela-
ma ini biasanya Direktorat Jenderal 
Pajak diberikan tugas memungut pajak 
dengan target capaian tertentu. Adanya 
target capaian pajak yang harus berha-
sil dipungut ini dimungkinkan akan 
memberikan beban tersendiri pada diri 
pemeriksa pajak untuk berusaha mem-
bantu memenuhi target penerimaan 
pajak yang harus dicapai Direktorat 
Jenderal Pajak. Hal ini dapat mempe-
ngaruhi independensi wajib pajak da-
lam melaksanakan tugas pemeriksaan 
pajak. Selama ini ada kesan wajib pa-
jak lebih percaya pada proses banding 
di pengadilan pajak dari pada proses 
keberatan di Direktorat Jenderal Pajak. 
Ada anggapan dari wajib pajak, karena 
proses keberatan ditangani oleh pega-
wai di Direktorat Jenderal Pajak, maka 
hasilnya kemungkinan besar tidak ber-
 
Tinjauan Teoritis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Indonesia   
54 
 
beda jauh dengan hasil dari pemeriksa 
pajak. Sedangkan proses banding kare-
na ditangani oleh pengadilan pajak 
yang bersifat independen dan tidak ada 
hubungan dengan Direktorat Jenderal 
Pajak diyakini akan lebih objektif. Se-
harusnya pemeriksaan pajak dilakukan 
oleh organisasi independen di luar 
Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa-
an pajak yang dilakukan oleh pemerik-
sa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak 
akan menghambat terwujudnya peme-
riksaan pajak yang efektif.  
Jika dilihat dari data Direktorat 
Jenderal Pajak jumlah wajib pajak di 
Indonesia terus berkembang dari tahun 
ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah wa-
jib pajak sebanyak 28.004.218, yang 
berkembang menjadi 30.574.428 pada 
tahun 2014, berkembang lagi menjadi 
33.336.122 pada tahun 2015, berkem-
bang lagi menjadi 36.446.616 pada    
tahun 2016 dan terakhir menjadi 
39.151.603 pada tahun 2017. Dari data 
tersebut nampak bahwa setiap tahun 
ada peningkatan jumlah wajib pajak 
yang merupakan salah satu petunjuk 
adanya peningkatan kepatuhan wajib 
pajak. Rasio Kepatuhan Penyampaian 
SPT Tahunan PPh pada tahun 2013, 
2014, 2015, 2016 dan 2017 masing-
masing sebesar 60,86%, 58,87%, 
60,42%, 60,82%, dan 72,64%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada periode 
2013-2017 secara umum Rasio Kepa-
tuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 
berada di angka sekitar 60%, kecuali 
pada tahun 2014 yang berada di angka 
58,78% dan di tahun 2017 berada di 
angka 72,64%. Sedangkan persentase 
tingkat kepatuhan wajib pajak badan 
dan wajib pajak orang pribadi sebesar 
62,96%. Dari sudut jumlah wajib pajak 
terjadi peningkatan jumlah wajib pajak 
pada periode tahun 2013-2017 yang 
dapat diartikan adanya peningkatan 
kepatuhan dari wajib pajak. Sedangkan 
dari tingkat kepatuhan menyampaikan 
SPT Tahunan PPh pada periode 2013- 
2017 cenderung stagnan, kecuali pada 
tahun 2017 terjadi kenaikan. Jika dili-
hat data dari Direktorat Jenderal Pajak 
persentase tingkat kepatuhan formal 
wajib pajak sebesar 62,96%. Berdasar-
kan data di atas nampak bahwa dari 
faktor wajib pajak tidak mendukung 
pemeriksaan pajak dapat dilakukan 
secara efektif, mengingat wajib pajak 
mempunyai tingkat kepatuhan yang 
masih rendah, di mana angka kepa-
tuhan pajak formal hanya mencapai 
62,96% dan tingkat kepatuhan pe-
nyampaian SPT Tahunan PPh paling 
tinggi hanya 72,64%, walaupun ada 
penambahan jumlah wajib pajak se-
tiap tahunnya.    
Data dari Direktorat Jenderal Pa-
jak menunjukkan bahwa pada tahun 
2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 per-
sentase banding yang dimenangkan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak masing-
masing 31,25%, 29,10%, 32,52%, 
36,42%, dan 40,32%. Walaupun pada 
periode tahun 2013-2017 dari tahun ke 
tahun ada kecenderungan peningkatan 
persentase banding yang dimenang-
kan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
dengan persentase tertinggi pada tahun 
2017 yang mencapai angka 40,32%, 
tetapi keberhasilan kemenangan ban-
ding yang rata-rata kurang dari 50% 
menunjukkan bahwa kualitas hasil pe-
meriksaan harus ditingkatkan lagi. Hal 
ini menunjukkan bahwa faktor kualitas 
pemeriksaan belum memberikan du-
kungan yang maksimal bagi terwujud-
nya suatu pemeriksaan yang efektif. 
Pemeriksa pajak yang bertugas 
di Direktorat Jenderal Pajak pada ta-
hun 2017 berjumlah 5.184 orang 
(12,04% dari seluruh pegawai Direkto-
rat Jenderal Pajak). Dengan total jum-
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lah wajib pajak sebesar 39.151.603, 
maka Rasio Pemeriksa Pajak Terhadap 
Total Wajib Pajak adalah 1: 7.552. 
Dari sudut kuantitas jumlah pemeriksa 
pajak sudah mencukupi kebutuhan tu-
gas pemeriksaan pajak. Direktorat Jen-
deral Pajak pada tahun 2017 menga-
dakan sebanyak 501 kegiatan diklat 
yang melibatkan 20.652 orang pega-
wai (47,97% dari seluruh pegawai) 
dan menugaskan 440 pegawai untuk 
tugas belajar. Pada tahun 2017 persen-
tase pegawai yang memenuhi jam pe-
latihan sebanyak 91,40% dengan be-
ban jam kerja sebanyak 77.077.044 
jam kerja. Hal ini semua menunjukkan 
bahwa pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak, termasuk pemeriksa pajak dari 
segi kualitas tidak perlu diragukan lagi 
kompetensi dan kemampuannya. Jadi 
dilihat dari faktor pemeriksa pajak, te-
naga pemeriksa pajak di Direktorat 
Jenderal Pajak sudah memenuhi per-
syaratan dari segi kuantitas maupun 
kualitas untuk terselenggaranya peme-
riksaan yang efektif. 
 Dasar hukum pemeriksaan pajak 
yang utama terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yang telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK. 
03/2013 tanggal 7 Januari 2013 ten-
tang Tata Cara Pemeriksaan seba-
gaimana telah diubah dengan Peratur-
an Menteri Keuangan Nomor 184/ 
PMK.03/2015 tanggal 30 September 
2015 dan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 
tanggal 13 Agustus 2018 tentang Ke-
bijakan Pemeriksaan. Peraturan yang 
mengatur tentang pemeriksaan pajak 
sudah diatur dengan peraturan yang 
lengkap. Sumber hukumnya berupa 
Undang-Undang, peraturan pelaksana-
nya dalam bentuk Peraturan Menteri 
Keuangan dan petunjuk untuk pelaksa-
naan dalam bentuk Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak. Peraturan pe-
meriksaan yang tercantum di dalam 
Undang-Undang, Peraturan Menteri 
Keuangan dan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak ini cukup sederhana, 
jelas, tidak multi tafsir dan menyelu-
ruh serta memberikan hak dan kewa-
jiban yang seimbang terhadap wajib 
pajak.  
Kegiatan pemeriksaan pajak se-
lain mengacu pada peraturan yang me-
ngatur tentang pemeriksaan pajak, juga 
mengacu pada ketentuan dan peraturan 
pajak yang bersifat material. Ketentu-
an dan peraturan pajak bersifat mate-
rial yang penting ada 2, yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kedua 
Undang-Undang ini beserta peraturan 
pelaksananya secara umum sudah 
memenuhi kriteria peraturan yang se-
derhana, mudah dimengerti dan dipa-
hami, tidak ambigu atau multi tafsir 
dengan tidak memiliki banyak celah 
kelemahan serta jauh dari kesan per-
aturan yang kompleks dan rumit. Jadi 
dari sudut peraturan perpajakan, kon-
disi  yang ada sudah mendukung ter-
wujudnya pemeriksaan yang efektif.        
Manajemen dari Direktorat Jen-
deral Pajak telah memberikan perhati-
an dan dukungan yang sangat besar 
terhadap proses pemeriksaan pajak. 
Dari sudut organisasi, untuk membe-
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rikan dukungan yang maksimal, pada 
setiap jenjang di Direktorat Jenderal 
Pajak dari tingkat Kantor Pusat, ting-
kat Kantor Wilayah sampai dengan 
tingkat Kantor Pelayanan Pajak selalu 
ada unit yang menangani masalah pe-
meriksaan pajak. Di tingkat Kantor 
Pusat terdapat Direktorat Pemeriksaan 
dan Penagihan, di tingkat Kantor Wi-
layah terdapat Bidang Pemeriksaan, 
Penyidikan dan Penagihan Pajak serta 
di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Wa-
jib Pajak Besar, Madya dan Pratama 
ada Seksi Pemeriksaan. Dari sudut 
personil, dukungan manajemen terlihat 
dari segi kuantitas dan kualitas perso-
nil yang melakukan tugas pemeriksaan 
pajak. Ditinjau dari segi kuantitas, 
manajemen menyediakan jumlah per-
sonil pemeriksa pajak yang banyak, 
yaitu berjumlah sebesar 5.184 orang 
pada tahun 2017 atau sama dengan 
12,04% dari seluruh pegawai yang ada 
di Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi 
kualitas, manajemen telah mengada-
kan berbagai kegiatan diklat dan tugas 
belajar yang melibatkan banyak per-
sonil di Direktorat Jenderal Pajak, 
termasuk personil pemeriksa pajak. 
Dukungan lain dari manajemen beru-
pa penyediaan berbagai fasilitas, dan 
keperluan dari pemeriksa pajak agar 
dapat melaksanakan tugasnya dengan 
baik.   
Dari uraian di atas, nampaknya 
dari berbagai faktor yang mempenga-
ruhi efektivitas pemeriksaan, faktor or-
ganisasi, pemeriksa pajak, peraturan 
dan dukungan manajemen dari Direk-
torat Jenderal Pajak telah memenuhi 
kriteria untuk terwujudnya pemerik-
saan pajak yang efektif di Indonesia. 
Namun faktor wajib pajak, indepen-
densi organisasi dan kualitas pemerik-
saan belum mendukung terwujudnya 
pemeriksaan pajak yang efektif. Jika 
dilihat dari indikator pemeriksaan pa-
jak efektif seperti yang dikemukakan 
oleh Chalu and Mzee (2018), 
Kastlunger et al. (2009) dan Isa and 
Pope (2011), maka pemeriksaan pajak 
di Indonesia belum dapat dikatakan 
efektif, karena tingkat kepatuhan dari 
wajib pajak sebagai indikator peme-
riksaan pajak efektif hanya berada 
pada persentase 62,96% untuk wajib 
pajak badan dan wajib pajak orang pri-
badi non karyawan. Demikian pula 
indikator lain untuk penilaian kepa-
tuhan wajib pajak berupa Rasio 
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 
PPh pada tahun 2017 hanya sebesar 
72,64%.      
   
SIMPULAN 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara keseluruhan dari hasil 
evaluasi semua faktor yang mungkin 
mempengaruhi efektivitas pemeriksa-
an pajak, faktor organisasi, pemeriksa 
pajak, peraturan dan dukungan mana-
jemen dari Direktorat Jenderal Pajak 
telah memenuhi kriteria untuk terwu-
judnya pemeriksaan pajak yang efektif 
di Indonesia. Namun faktor wajib pa-
jak, independensi organisasi dan kuali-
tas pemeriksaan belum mendukung 
terwujudnya pemeriksaan pajak yang 
efektif.    
Jika dilihat dari tingkat kepatuh-
an wajib pajak sebagai indikator yang 
menunjukkan pemeriksaan pajak telah 
dijalankan secara efektif, pemeriksaan 
pajak di Indonesia belum efektif, kare-
na tingkat kepatuhan dari wajib pajak 
sebagai indikator pemeriksaan pajak 
efektif hanya berada pada persentase 
62,96% untuk wajib pajak badan dan 
wajib pajak orang pribadi non karya-
wan dan Rasio Kepatuhan Penyampai-
an SPT Tahunan PPh pada tahun 2017 
hanya mencapai angka 72,64%.   
 




1. Pemerintah Indonesia perlu mem-
pertimbangkan untuk membentuk 
suatu badan yang khusus melaku-
kan pemeriksaan pajak yang terle-
pas dari organisasi Direktorat Jen-
deral Pajak untuk menjamin inde-
pendensi organisasi pemeriksa pa-
jak. 
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak ba-
dan dan orang pribadi non karya-
wan yang hanya sebesar 62,96% 
dan Rasio Kepatuhan Penyampai-
an SPT Tahunan PPh pada tahun 
2017 yang hanya sebesar 72,64% 
perlu mendapatkan perhatian dari 
Direktorat Jenderal Pajak untuk 
lebih ditingkatkan lagi pada masa-
masa yang akan datang. 
3. Mengingat masih rendahnya jum-
lah persentase banding yang dime-
nangkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak yang masih di bawah 50%, 
maka perlu adanya perbaikan ter-
hadap kualitas pemeriksaan, se-
hingga jumlah persentase banding 
yang dimenangkan dapat mende-
kati jumlah 100%. 
4. Agar pemeriksa pajak dapat mela-
kukan tugas pemeriksaan pajak 
secara objektif, maka setiap 
pemeriksa pajak tidak boleh diberi-
kan target atau beban harus meng-
hasilkan pemeriksaan pajak yang 
menyebabkan wajib pajak kurang 
bayar atau mengurangi klaim lebih 
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